BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI ACEH BESAR,

T it

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2015 sebagai
landasan operasional pelaksana APBK Tahun Anggaran
2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-
60 Tahun 2014 Tanggal 24 Desember Tahun 2014 tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2014;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
N Besar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2015;

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 053,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 238 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undaftg, .-




- -

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893},

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 . tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); _

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemeﬁn? %
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah tiga kal diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4'712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 438,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5159);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4589);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

24. Peraturan Pemerin?. 9\
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n4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

75 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

76. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

77 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 12 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

78 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

30 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5598);

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

39 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 334);

33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

34. Peraturan Mente@' *
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34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 680);

37 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitast J aminan Kesehatan Nasional
Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 589);

38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

39. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun
2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Aceh Besar Nomor 03);

40. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh

Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun
7008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Aceh Besar Nomor 02);

41.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan
Dalam Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 04 Tahun 2008);

42.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun
7010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Besar Nomor 12);

43. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).

Memutuskar@%
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENJABARAN
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH

BESAR TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1 |

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2015 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah.........ccoeenie. Rp. 103.534.636.180,00
h. Dana Perimbangan sejumlah..........ccoeeeeeieeennen. Rp. 805.322.152.398,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah sejumlah......... Rp. 357.448.533.778,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.266.305.322.356,00

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai sejumlah.......ccccoovreveeeenes Rp. 699.269.664.567,00
2). Belanja Bunga sejumlah...... ...coeeeeriennenss Rp. 0,00
3). Belanja Subsidi sejumlah.......ccoocviiiiiiinenn, Rp. 0,00
4). Belanja Hibah sejumlah ...... cocooomenneereeerreeen Rp. 28.623.249.506,00
5). Belanja Bantuan Sosial sejumlah......c...cooeveen. Rp. 4.169.300.000,00
6). Belanja Bagi Hasil sejumlah ......ocoeiiiii. Rp. 4.682.030.000,00
7). Belanja Bantuan Keuangan sejumlah............ Rp. 99.641.019.894,00
8). Belanja Tidak Terduga sejumlah.......c.cooenenn. Rp. 3.000.000.000,00

Rp. 839.385.263.967,00
b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai sejumlah ... cooooiieiiiiii. Rp. 60.646.368.350,00
2). Belanja Barang dan Jasa sejumlah................. Rp. 234.896.189.106,00
3). Belanja Modal sejumlah ......coooovernnnimeeneennenees "Rp. 248.387.500.933.00

Rp. 543.930.058.389,00
Jumlah Belanja Rp. 1.383.315.322.356,00
Surplus/ (Defisit) Rp. (117.010.000.000,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan sejumlah.......ooooiiiiiiiiiaeae. Rp.121.010.000.000,00

b. Pengeluaran sejumlah.........ocoooiiiiimmmenernrnereess Rp. 4.000.000.000,00(-)

Jumlah Pembiayaan Neto.....cooieriiiiriianmarrenrenaanaeenee Rp.117.010.000.000,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ........ .. Rp. 0,00
¥

Pasal 2@




Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan

‘Bupati in1l.
Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Jampiran II, lampiran III dan

lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. -

Pasal o

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesual dengan

ketentuan perundang-undangan.
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
Ohda tanggal 31 Desember 2014 M
O Rabiul Awal 1436 H

9 3UPATI ACEH BESAR, 'f

N\l | \
- MUKHLIS BASYAH
Diundangkan di Kota Jantho

pada tanggal 31 Desember 2014 M
O Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH




